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6.ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENGGUNAAN
   TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA 
   TERHADAP KEDAULATAN NEGARA
Oleh : Dodi Jaya Wardana,SH.,MH.
Universitas Muhammadiyah Gresik, dodijayawardana@umg.ac.id
Latar Belakang Masalah 
,QGRQHVLDPHUXSDNDQQHJDUDKXNXP'HPLNLDQODKEXQ\L3DVDOD\DW8QGDQJ
8QGDQJ'DVDU1HJDUD5HSXEOLN ,QGRQHVLD7DKXQ6HEDJDL NRQVHNXHQVL
GDUL QHJDUD KXNXP UHFKWVWDDW WHUVHEXW PDND VHOXUXK NHJLDWDQ PXODL GDUL
pemerintah, rakyat, perekonomian, perindustrian, investasi dan termasuk di 
dalamnya penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia harus berdasarkan 
KXNXP GDQ EXNDQ EHUGDVDUNDQ NHNXDVDDQ EHODND PDFKWVWDDW 3HPHULQWDK
Indonesia, dengan pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional 
dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, pemerintah 
memandang perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing. 
Mengingat pengaturan perizinan penggunaan tenaga kerja asing yang diatur 
GDODP3HUDWXDQ3UHVLGHQ1RPRU7DKXQWHQWDQJ3HQJJXQDDQ7HQDJD
Kerja Asing Serta Pelaksaan Pendidikan dan Pelatihan Tenga Kerja Pendamping 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan untuk peningkatan 
investasi dan peningkatan perekonomian.
Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan 
3HUDWXUDQ 3UHVLGHQ 3HUSUHV 1RPRU  7DKXQ  7HQWDQJ 3HQJJXQDDQ
Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Dalam ketentuan Perpres tersebut disebutkan 
bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing dilakukan oleh pemberi kerja Tenaga 
Kerja Asing dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, 
yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam 
negeri. Dengan kondisi seperti itu, maka penggunaan dan kesempatan tenaga 
kerja Indonesia untuk bekerja di dalam negeri menjadi berkurang bahkan dapat 
menutup peluang tenaga kerja Indonesia untuk bekerja dan berkarya di negara 
sendiri. Hal ini menjadi dilema dan dapat menganggu kedaulatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.
.HELMDNDQSHPHULQWDKPHQHUELWNDQ3HUSUHV1RPRU7DKXQWHUVHEXW
menjadi kontradiksi dan tidak sejalan dengan apa yang di amanatkan Undang-
8QGDQJ 'DVDU 1HJDUD 5HSXEOLN ,QGRQHVLD 7DKXQ  3DVDO  D\DW 
\DQJ PHQHWDSNDQ EDKZD ³WLDSWLDS ZDUJD QHJDUD EHUKDN DWDV SHNHUMDDQ
dan penghidupan yang layak bagi kemanusian”. Ketentuan tersebut, jelas 
menghendaki agar semua warga negara Indonesia yang mau dan mampu 
bekerja supaya diberikan pekerjaan, sekaligus dengan pekerjaan tersebut agar 
FUNGSI NEGARA BAGI TENAGA KERJA 
Tenaga Kerja Asing  dan kedaulatan Negara 
128
mereka dapat hidup layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang 
dilindungi oleh hukum bukan malah membuka lebar peluang tenaga kerja asing 
XQWXNEHNHUMDGLQHJDUD,QGRHQVLDPHODOXLSHQHUELWDQUHJXODVL=DHQL$V\KDGLH

Mencermati penomena seperti ini, pemerintah harus secara bijak mengambil 
sikap yang tidak saja mengikuti perkembangan ekonomi secara global tetapi 
juga memperhatikan akibat yang ditimbulkan dan regulasi tersebut dengan cara 
memperhatikan kedaulatan negara dan kemanfaatan peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagakerjaan dengan tetap berporos pada hak 
NRQVWLWXVLRQDO ZDUJD 1HJDUDPHODOXL UHJXODVL (¿VLHQ GDODP NRQWHNV EHUGD\D
guna, tepat sasaran sehingga mencapai keberhasilam maksimum dalam suatu 




Efektivitas dan urgensinya penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia serta 
implikasinya terhadap kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.
Tinjauan Pustaka
Ruang Lingkup Tenaga Kerja Asing (TKA)
Pengertian tenaga kerja asing sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, dimana 
salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap negara atau perkembangan 
negara. Tenaga kerja asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang 








kerja asing menyebutkan bahwa tenaga kerja asing adalah warga negara asing 
pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Sementara itu, Visa 
yang selanjutnya disebut Vitas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh 
pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di ditempat lain 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan 
bagi Orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi 
dasar untuk pemberian izin tinggal terbatas dalam rangka bekerja.
      Lebih lanjut, Tenaga Kerja Asing, melalui pemberi kerja harus menyampaikan 
data calon tenaga kerja asing kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk, yang 
FUNGSI NEGARA BAGI TENAGA KERJA 








Teori Kedaulatan Negara 
Kedaulatan merupakan kekuasaan absolute atas suatu wilayah tertentu. 
Kekuasaan absolute atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan 
QHJDUD-HQLN5DGRQ.HGDXODWDQQHJDUDDGDODKNHNXDDVDQWHUWLQJJL\DQJ
dimiliki suatu negara untuk menguasai wilayah pemerintahnnya dan masyarakat. 
Kekuasaan tersebut bersifat asli tunggal dan tidak terbatas. Kedaulatan yang 
ada pada negara, negaralah yang menciptakan hukum, jadi segala sesuatu 
harus tunduk kepada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan 
yang menciptkan peraturan-peraturan hukum, jadi dengan hukum itu karena 
adanya negara dan tiada satu hukumpun yang berlaku jika tidak dikehendaki 
oleh negara.
Analisa dan Pembahasan 
Kedudukan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia bukan merupakan sesuatu hal yang 
baru melainkan sudah menjadi bagian dari sistem perindustrian, perekonomian 
dan perdagangan Indonesia. Berkaitan dengan keberadaan tenaga kerja asing 
yang terdapat di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan regulasi terbaru yakni 
3HUDWXUDQ3UHVLGHQ1RPRU1RPRU7DKXQ7HQWDQJ3HQJJXQDDQ7HQDJD
Kerja Asing. Dimana penggunaan tenaga kerja asing dilaukan oleh pemberi kerja 
Tenaga Kerja Asing dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu 
tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja 
dalam negeri.
 Setiap pemberi kerja Tenaga Kerja Asing wajib mengutamakan 
penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. 
Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga 
kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat didudki oleh Tenaga Kerja Asing. 
Lebih lanjut, pemberi kerja tenaga kerja asing pada sektor tertentu dapat 
mempekerjakan tenaga kerja asing yang sedang dipekerjakan oleh pemberi 
kerja tenaga kerja asing yang lain dalam jabatan yang sama, paling lama sampai 
dengan berakhirnya masa kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana kontrak kerja 
Tenaga Kerja Asing dengan pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing pertama. 
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Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang akan memperkerjakan Tenaga Kerja 
Asing menyampaikan data calon Tenaga Kerja Asing kepada meneteri atau 
SHMDEDW\DQJGLW\QMXN\DQJPHOLSXWLDQDPDMHQLVNHODPLQWHPSDWGDQWDQJJDO
ODKLU E.HZDUJDQHJDUDDQ QRPRU SDVSRUPDVDEHUODNX SDVSRU GDQ WHPSDW
SDVSRUGLWHUELWNDQF1DPDMDEDWDQGDQMDQJNDZDNWXEHNHUMDGSHUQ\DWDDQ
SHQMDPLQDQGDULSHPEHULNHUMDWHQDJDNHUMDDVLQJGDQH,MD]DKSHQGLGLNDQGDQ
VXUDW NHWHUDQJDQ SHQJDODPDQ NHUMD DWX VHUWL¿NDW NRPSHWHQVL VHVXDL GHQJDQ
syarat jabatan yang akan diduduki  tenaga kerja asing.
Perlunya Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah suatu hal yang ironi dan dilematis, 
sementara di dalam negeri masih banyak masyarakat yang menganggur. Akan 
tetapi, karena beberapa sebab dan alasan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 
tersebut tidak dapat dihindarkan. Ada beberapa tujuan penempatan Tenaga Kerja 
$VLQJGL,QGRQHVLD\DLWX%XGLRQRD0HPHQXKLNHEXWXKDQWHQDJDNHUMD
terampil dan professional pada bidang-bidang tertentu yang belum dapat diisi 
ROHK7HQDJD.HUMD,QGRQHVLDE0HPSHUFHSDW3URVHVSHPEDQJXQDQQDVLRQDO
dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, 
WHUXWDPDGL ELGDQJ LQGXVWUL F0HPEHULNDQSHUOXDVDQNHVHPSDWDQNHUMDEDJL
7HQDJD.HUMD ,QGRQHVLD G0HQLQJNDWNDQ LQYHVWDVL DVLQJ VHEDJDL SHQXQMDQJ
modal pembangunan di Indonesia. 
     Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi 
kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu 
yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam 
mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan 
mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi 
asing terhadap kehadiran Tenaga Kerja Asing sebagai penunjang pembangunan 
di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada 
di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta 
QDVLRQDO ZDMLE PHQJJXQDNDQ WHQDJD DKOL EDQJVD ,QGRQHVLD VHQGLUL +5
$EGXVVDODP
    Tujuan pengaturan mengenai tenaga kerja asing jika ditinjau dari aspek 
hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi 
kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan 
dan tingkatan. Sehingga dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di Idonesia 
harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dumulai dengan 
VHOHNVLGDQSURVHGXUSHUL]LQDQKLQJJDSHQJDZDVDQ$JXVPLGDK
Implikasi Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Terhadap Kedaulatan 
Negara dan Tenaga Kerja Idonesia
Pertumbuhan ekonomi riil yang kurang optimal akan meredam prospek 
pertumbuhan lapangan pekerjaan. Selain itu, upah riil yang stagnan di banyak 
negara juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini terutama pertumbuhan 
FUNGSI NEGARA BAGI TENAGA KERJA 
Tenaga Kerja Asing  dan kedaulatan Negara 
131
ekonomi Indonesia. Memperhatikan situasi dan kondisi terutama di bidang 
pekerjaan ataupun kesempatan kerja yang semakin sempit dan sulit bahkan 
tak mampu lagi menanpung pekerja yang bertambah setiap tahun. Ironisnya, 
ditengah kondisi seperti itu, makin marak dan besarnya tenaga kerja asing yang 
masuk ke Indonesia. Selain akibat perlambatan ekonomi yang merupakan imbas 
kritis ekonomi global, tingginya pengangguran di Indonesia merupakan dampak 
GDUL VLPWHP NDSLWDOLVPH GDQ UHJXODVL \DQJ GLWHUDSNDQ GLEHUODNXNDQ \DQJ GL
adopsi dan digunakan negara Indonesia.
%HUGDVDUNDQSDGDNHWHQWXDQ8QGDQJ8QGDQJ1RPRU7DKXQWHQWDQJ
Ketenagakerjaan, tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa 
dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Lebih lanjut, dalam ketentuan 
Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, juga menegaskan ketentuan bahwa 
setiap pengusaha dilarang mempekerjakan orang-orang asing tanpa izin tertu;is 
dari meneri atau pejabat yang ditunjuk.
     Di era globalisasi ini, pekerja antar negara dibuat mudah. Sebab itulah 
tenaga kerja asing pun bisa masuk ke Indonesia. Kehdiran tenaga kerja asing 
di Indonesia dapat berimbas pada kesempatan kerja yang dimiliki oleh tenaga 
NHUMD,QGRQHVLDVHQGLUL /DOX+XVQL$GDQ\DNHELMDNDQSHPHULQWDK\DQJ
PHQHUELWNDQ 3HUSUHV 1RPRU  7DKXQ  WHUVHEXW PHQMDGLNDQ SHPHULQWDK
dihadapkan pada dua pilihan kepentingan yang berbeda-beda dan masing-
masing harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Di satu pihak, kebutuhan 
akan peningkatan investasi dan pendapatan negara serta alih pengetahuan 
dan teknologi dengan penggunaan tenaga kerja asing, di lain pihak pemerintah 
menjadi ironi, sebab dengan kehadiran tenaga kerja asing, maka secara otomatis 
SHOXDQJNHVHPSDWDQ EHNHUMD EDJL SHQGXGXN ,QGRQHVLD VHPDNLQ VHPSLW GDQ
sulit.  
 Penggunaan Tenaga Kerja Asing mungkin saja memiliki dampak positif 
bagi peningkatan perekonomian, investasi, perindustrian, perdagangan dan 
lainnya di Indonesia, jika memenuhi prosedur dan persyaratan sebagaimana 
yang telah ditetapkan pemerintah. Akan tetapi ada begitu banyak dampak negatif 
yang akan ditimbulkan, karena seperti yang kita ketahui terkadang aturan sering 
sekali tidak sesuai dengan praktiknya di lapangan. Pemerintah tampaknya keliru 
dalam menganalisa dan membaca akar masalah yang terdapat di Indonesia. 
Demi mendongkrak investasi besar, apabila investor mensyaratkan masukanya 
Tenaga Kerja Asing, maka itu dipermudah tanpa memikirkan resikonya bagi 
rakyat sendiri. Padahal akar masalah investasi bukan pada adanya kendala 
bahasa pada Tenaga Kerja Asing yang akan masuk melainkan kurangnya skil 
dalam negeri dan penciptaan lapangan pekerjaan serta kesempatan kerja oleh 
pemerintah Indonesia.
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Kesimpulan–Rekomendasi 
6HVXQJJXKQ\D ,QGRQHVLD PHPLOLNL NHND\DDQ DODP \DQJ PHOLPSDK UXDK -LND
pengelolaan terhadap Sumber daya Alam benar, maka sesungguhnya, Indonesia 
tidak perlu mengundang investor asing untuk menggeruk sumber daya alam 
Indonesia. Terlebih, membiarkan para investor mendikte kemauan mereka 
kepada Indonesia. Ini sama saja menjadikan diri Indonesia sebagai jajahan 
bagi negara-negara Investor. Kebijkan pemerintah terkait upaya memperlancar 
investasi asing di Indonesia dengan menghapus syarat wajib bahasa Indonesia 
bagi Tenaga Kerja Asing merupakan kebijakan yang akan membunuh tenaga kerja 
dalam negeri. mereka akan tergeser dengan hadirnya Tenaga Kerja Asing yang 
dipermudah aksesnya oleh pemerintah. Inilah ciri khas rezim neoliberalisme yang 
lebih mementingkan asing dari pada rakyatnya sendiri. Pemerintah seharusnya 
memanfaatkan tenaga kerja yang ada di dalam negeri dengan melakukan 
pelatihan-pelatihan kerja sehingga alih teknolgi dan alih skil yang diaharapkan 
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